BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kelahiran merupakan peristiwa hukum yang memerlukan adanya suatu
peraturan yang tegas, jelas dan tertulis sehingga tercipta kepastian hukum dalam
masyarakat. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan
diantaranya adalah peraturan mengenai kelahiran. Setiap kelahiran wajib
dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa
kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Peristiwa kelahiran
itu mempunyai bukti yang autentik, karena untuk membuktikan identitas
seseorang yang pasti dan sah adalah dapat kita lihat identitas seseorang yang pasti
dan sah adalah dapat kita lihat dari akta kelahiran yang dikeluarkan oleh suatu
lembaga yang berwenang mengeluarkan akta tersebut. Akta adalah surat yang
diberi tanda tangan, yang memuat peristiwaperistiwa yang menjadi dasar daripada
suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk
pembuktian.

Pencatatan kelahiran merupakan hal yang sangat penting bagi orang yang
bersangkutan maupun bagi negara, karena dengan adanya pencatatan kelahiran
yang teratur maka berbagai persoalan dapat diselesaikan. Sejalan dengan
perkembangan aktivitas masyarakat dengan segala aspek kehidupan sosial, politik
dan ekonomi, kebutuhan akta kelahiran semakin penting artinya karena
menyangkut masalah kedudukan atau status hukum seseorang yang dapat

dipergunakan sebagai bukti otentik oleh pihak yang bersangkutan maupun pihak
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ketiga. Pada dewasa ini akta kelahiran memegang peranan penting dalam
kehidupan seseorang.

Akta Kelahiran dapat memainkan peranan penting dalam melindungi
anakanak, anak yang dimaksud tidak hanya anak sah yang lahir dari suatu
hubungan perkawinan tapi juga anak yang dilahirkan diluar hubungan perkawinan
atau anak luar kawin. Status seorang anak sepanjang mengenai anak-anak luar
kawin banyak dikupas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-
Undang Perkawinan. Saat ini banyak anak luar kawin yang tidak dicatatkan
kelahirannya, dalam arti tidak mempuyai akta kelahiran, hal itu nantinya akan
menyulitkan anak tersebut dikemudian hari, padahal setiap anak yang lahir

kedunia ini berhak untuk mendapatkan hak-haknya.

5.2 Saran
Agar proses pembuatan akta kelahiran anak diluar nikah bisa berjalan
dengan baik maka di sarankan sebagai berikut:

1. Agar setiap orang tua harus segera mencatatkan kelahiran anaknya di
kantor catatan sipil kota Gorontalo agar di kemudian hari tidak
memnghambat cita — cita anak tersebut.

2. Saya yakin dan sadar dalam pembuatan skripsi ini masih banyak
kekurangan — kekurangan untuk itu di mohonkan kepada Bapak Ibu untuk
memberikan masukan agar Kkiranya skripsi ini dapat di presentasikan

dengan baik
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